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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, karakteristik, dan determinan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) melalui perspektif hukum dan kriminologi guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai pola
viktimisasi serta faktor penyebab yang memperkuat terjadinya kekerasan dalam lingkup domestik. Kajian ini juga
bertujuan menilai efektivitas instrumen hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi korban serta
mengevaluasi sejauh mana pendekatan kriminologi dapat memperkaya strategi penanggulangan KDRT secara preventif
maupun represif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menelaah peraturan
perundang-undangan terkait KDRT, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga, dipadukan dengan pendekatan kriminologis untuk mengidentifikasi faktor sosial, psikologis, dan
struktural yang memengaruhi perilaku kekerasan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap
literatur hukum, penelitian terdahulu, serta kajian kriminologi yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT
mencakup empat bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga, masing-masing memiliki
karakteristik dan pola eskalasi yang berbeda. Dari perspektif hukum, keberadaan UU PKDRT telah memberikan dasar
perlindungan yang lebih tegas bagi korban, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti minimnya
pelaporan, ketergantungan ekonomi korban, dan stigma sosial. Sementara itu, analisis kriminologi mengungkap bahwa
KDRT dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketidakstabilan emosi, tekanan ekonomi, serta pengalaman trauma,
sedangkan faktor eksternal meliputi budaya patriarki, struktur sosial yang mendukung subordinasi perempuan, terhadap
kekerasan, serta lemahnya kontrol sosial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa upaya penanggulangan KDRT harus
dilakukan secara integratif melalui penegakan hukum yang konsisten, penyediaan layanan pemulihan korban, serta
strategi preventif berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih
efektif.
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Abstract: This study aims to analyze the forms, characteristics, and determinants of
Domestic Violence (DV) from legal and criminological perspectives in order to provide a
comprehensive understanding of victimization patterns and the causative factors that
reinforce the occurrence of violence within the domestic sphere.This study also aims to
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implementation still faces obstacles such as low reporting rates, victims’ economic
dependency, and social stigma. Meanwhile, criminological analysis reveals that domestic
violence is influenced by internal factors such as emotional instability, economic pressure,
and traumatic experiences, while external factors include patriarchal culture, social
structures that support the subordination of women and violence, as well as weak social
control. This study also emphasizes that efforts to address domestic violence must be carried
out integratively through consistent law enforcement, provision of victim recovery services,
and preventive strategies based on education and community empowerment, as well as
creating a more effective protection system.

Keywords: Domestic Violence, Criminology, Resolution

Pendahuluan

Rumah tangga secara tradisional dipandang sebagai tempat yang aman, di mana
setiap anggota keluarga bisa merasa tenang dan nyaman. Namun, data penelitian
menunjukkan bahwa tingkat kekerasan di dalam rumah tangga cukup tinggi dan
memprihatinkan. Khususnya, perempuan—terutama yang tinggal di daerah pedesaan—
melaporkan pengalaman berbagai jenis kekerasan, yang sebagian besar merupakan
kekerasan dalam rumah tangga, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan, atau
ketidaksetiaan dari pasangan mereka(Upaya & Kejahatan, 2024).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)
melaporkan bahwa sekitar 28 juta perempuan Indonesia dari total 123 juta telah mengalami
berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seperti fenomena gunung es,
angka kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit daripada kenyataan sebenarnya, karena
tidak semua perempuan yang menjadi korban memilih untuk melaporkannya. Selain itu,
kasus kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan pribadi. Karena
bersifat pribadi, masalah ini sering kali dijaga sebagai rahasia keluarga. Pada kenyataannya,
pandangan ini justru menghambat upaya penyelesaian. Baru-baru ini, lonjakan kasus
kekerasan dalam rumah tangga sangat mengkhawatirkan, yang tidak hanya memengaruhi
kehidupan sehari-hari individu biasa, tetapi juga selebriti yang menghadapi situasi serupa.
Faktor pemicu konflik seperti itu meliputi sikap egois atau keinginan kuat untuk selalu
dianggap benar, yang jika tidak diatasi, bisa merusak hubungan dan bahkan berujung pada
perceraian (Tan, 2024). Sebagai contoh, sebuah instrumen hukum yang dibuat oleh Asosiasi
Perempuan Indonesia secara tegas melawan kekerasan dalam rumah tangga. Apa saja
bentuk atau kriteria yang menentukan kekerasan sebagai kekerasan dalam rumah tangga
di Kabupaten Cianjur.

Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi tidak hanya oleh faktor pribadi seperti
cemburu, stres, atau penyalahgunaan zat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor
struktural seperti budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses
terhadap informasi hukum, dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.Laporan
dari organisasi pendukung perempuan dan penegak hukum menunjukkan bahwa
meskipun banyak korban menghadapi kekerasan yang berkelanjutan, sebagian besar
memilih untuk diam karena rasa malu, ketakutan, dan kurangnya dukungan yang
memadai dari lingkaran sosial mereka(Surya, 2025). Hal ini menyebabkan fenomena dark
number yang Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dipicu oleh faktor pribadi seperti
rasa cemburu, stres, atau penyalahgunaan narkoba, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 3, Number 1, 2025 3o0f14

faktor struktural seperti budaya patriarki, tingkat pendidikan yang rendah, akses terbatas
terhadap informasi hukum, dan ketergantungan ekonomi korban pada pelaku. Laporan
dari organisasi pendukung perempuan dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa
meskipun banyak korban mengalami kekerasan berulang, sebagian besar memilih untuk
tidak bersuara karena malu, takut, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sosial. Ini
menyebabkan fenomena "dark number" yang tinggi, di mana jumlah kasus kekerasan
dalam rumah tangga yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang
dilaporkan(Setiawan et al.,, 2024). Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Cianjur
menunjukkan tantangan dalam penanganan, baik dari segi hukum maupun non-hukum.
Hambatan seperti pemahaman aparat penegak hukum yang kurang tentang sudut pandang
korban, keterbatasan layanan pendampingan, serta proses hukum yang rumit sering
membuat korban ragu untuk melanjutkan pengaduan. Oleh karena itu, analisis mendalam
terhadap dinamika kasus kekerasan dalam rumah tangga di Cianjur penting untuk
memahami bagaimana hukum, kriminologi, dan sistem perlindungan korban bisa
diterapkan secara efektif (Putusan et al., 2023).

Penelitian iniuntuk memahami karakteristik kasus KDRT di Kabupaten Cianjur,
taktor penyebab, serta efektivitas upaya penanggulangannya. Dengan demikian, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi
penanganan KDRT vyang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus
memperkuat peran hukum dalam memberikan perlindungan yang nyata(Kusumo &
Artikel, 2023).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif
analitis. metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis
hubungan antara faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dengan upaya
penanggulangannya berdasarkan perspektif kriminologi dan hukum Data yang diperoleh
dianalisis dengan metode statistik deskriptif. Hasil dari kuesioner dihitung menggunakan
persentase dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram untuk melihat kecenderungan
faktor penyebab dan efektivitas penanggulangan KDRT.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Bentuk dan Faktor - Faktor Apa Saja Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) di Cianjur Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kriminologi?

Kehadiran kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga, serta pengabaian terhadap
hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban, merupakan indikator adanya
ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat di suatu komunitas
tertentu (Violence et al., 2024). Di masyarakat seperti ini, manusia tidak mendapatkan
perlindungan yang memadai. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga
(domestic violence) adalah berbagai tindakan yang menyebabkan penderitaan mental, fisik,
dan sosial pada anggota keluarga oleh anggota keluarga lainnya, seperti anak/menantu,
ibu/istri, dan ayah/suami. Latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti
perbedaan antara laki-laki dan perempuan, masih menyimpan beberapa masalah, baik dari
segi substansi kejadian maupun peran masyarakat(Kdrt et al., 2024).
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Perbedaan anatomis antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat secara nyata.
Namun, dampak yang muncul dari perbedaan tersebut sering menimbulkan perdebatan,
karena perbedaan biologis mengenai jenis kelamin (seks) kemudian melahirkan
seperangkat makna dan konstruksi budaya. Penafsiran budaya terhadap perbedaan
biologis inilah yang disebut sebagai gender. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan
perempuan pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya
masyarakat(Jeanet, 2024).

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan setiap perilaku yang
melibatkan penggunaan kekuatan terhadap orang lain, baik dilakukan secara terbuka
maupun terselubung, serta bersifat menyerang maupun bertahan. Secara umum, terdapat
empat bentuk kekerasan:

1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera pada
tubuh seseorang.

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan mental.

3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan atau
anggota rumah tangga lainnya, termasuk tindakan seksual yang tidak wajar atau
bertentangan dengan kehendak korban.

4. Penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberikan kebutuhan hidup yang layak,
seperti nafkah, perlindungan, atau perhatian kepada anggota keluarga.

Dalam sejumlah kasus, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat terjadi
akibat rasa frustrasi ketika ia tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana
mestinya. Situasi ini umumnya dialami oleh pasangan yang menikah pada usia muda, di
mana suami belum memiliki pekerjaan ataupun penghasilan tetap untuk mencukupi
kebutuhan rumah tangga. Selain itu, keterbatasan ruang gerak karena masih tinggal
bersama orang tua atau mertua juga dapat menambah tekanan yang memicu terjadinya
kekerasan(Monalisa & Yusuf, 2025).

Dalam situasi tersebut, tidak jarang suami atau laki-laki mencari pelampiasan
melalui perilaku negatif seperti mabuk, berjudi, menggunakan narkoba, atau melakukan
penyimpangan seksual. Tindakan-tindakan ini kerap berujung pada kekerasan yang
kemudian dilimpahkan kepada istri(Mahyuni et al., 2023).

Adapun ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1
Ayat 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mencakup setiap
orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah
tangga. Lingkungan rumah tangga tersebut meliputi: (1) suami, istri, dan anak; (2) pihak
yang memiliki hubungan keluarga dengan individu pada poin pertama melalui hubungan
darah, perkawinan, pengasuhan, persusuan, atau perwalian; serta (3) orang yang bekerja
sebagai pembantu rumah tangga dan bertempat tinggal dalam rumah tersebut(Hukum et
al., 2024).

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan dan  control sistem patriarki terhadap
perempuan penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan
memojokkanposisinya dalam rumah tangga, penyiksaan secara ekonomi, membuat istri
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Bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol dalam sistem patriarki terhadap perempuan dapat
muncul dalam berbagai bentuk penyiksaan. Penyiksaan emosional dilakukan dengan
membuat istri merasa selalu bersalah serta menempatkannya pada posisi terpojok dalam
rumah tangga(Mahyuni et al.,, 2023). Penyiksaan ekonomi muncul ketika istri dibuat
bergantung secara finansial, misalnya dengan tidak diperbolehkan bekerja dan seluruh
kendali keuangan dipegang oleh suami. Penyiksaan seksual terjadi ketika istri diperlakukan
semata-mata sebagai objek pemenuhan hasrat. Selain itu, terdapat pula bentuk ancaman,
seperti ancaman kekerasan fisik, ancaman membawa pergi anak, hingga ancaman

pembunuhan(Perkasa et al., 2024).

Dalam perspektif kriminologi, KDRT dipandang sebagai white crime in private sphere,
yakni kejahatan tersembunyi yang terjadi di ranah domestik. Banyak kasus tidak
dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau sangat bergantung secara ekonomi pada
pelaku(Tiarasani & Andriasari, 2022).

Sedikitnya terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga. Pertama, faktor internal yang muncul akibat menurunnya
kemampuan setiap anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga memicu
munculnya sikap diskriminatif maupun perilaku yang mengeksploitasi anggota keluarga
yang lebih lemah(Tinjauanlsla et al., n.d.). Kedua, faktor eksternal yang berasal dari
pengaruh lingkungan di luar keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
dapat membentuk sikap anggota keluarga hingga mendorong terjadinya tindakan
eksploitatif terhadap anggota keluarga lainnya, terutama terhadap perempuan dan anak.
Secara umum, faktor-faktor penyebab KDRT dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi Menurut Kadir, bahwa Kasus Kasus yang dilaporkan karna alasan
ekonomi memang pada umumnya karna penghasilan kurang yaitu ada tuntutan istri
yang selalu mintalebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya.
Tetapi ada juga dari yang berpenghasilan cukup atau berlebih yaitu karena korban
atau istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga berapapun besarnya
uang yang diberikan selalu habis. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena
factor ekonomi relatif dapat dilakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang
berpenghasilan aktor ekonomi, menurut Kadir, merupakan salah satu penyebab yang
sering memicu terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada keluarga dengan
penghasilan rendah, konflik biasanya muncul karena tuntutan istri yang menginginkan
pemenuhan kebutuhan lebih besar daripada kemampuan suami. Namun, pada keluarga
yang memiliki penghasilan cukup atau bahkan berlebih, kekerasan tetap dapat terjadi
apabila istri tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga secara efektif, sehingga
berapa pun jumlah uang yang diberikan selalu habis. Dengan demikian, masalah
ekonomi dapat menjadi pemicu KDRT baik pada keluarga berpenghasilan rendah
maupun tinggi, meskipun bentuk dan penyebab spesifiknya berbeda(Parlinggoman et
al., 2024).

2. Faktor perselingkuhan merupakan salah satu alasan umum yang sering memicu
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Baik perselingkuhan yang dilakukan oleh
suami maupun istri dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan, sehingga

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 3, Number 1, 2025 6o0f 14

berpotensi memicu kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran rumah tangga.
Kekerasan fisik, misalnya, dapat muncul ketika suami melakukan perselingkuhan dan
istri terus mempertanyakan atau mempermasalahkan hal tersebut, sehingga
menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan kekerasan(2023, 2021).
Faktor perilaku individu dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, baik dari sisi pelaku maupun korban. Yang dimaksud dengan faktor perilaku di
sini adalah kebiasaan negatif yang dimiliki seseorang, seperti mudah marah, berjudi,
mengonsumsi alkohol, memiliki sifat cemburu berlebihan, cerewet, egois, kikir, serta
kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perilaku-perilaku tersebut pada
dasarnya dapat menjadi pemicu kekerasan apabila didukung oleh faktor lain yang turut
memengaruhi kondisi seseorang dalam berhubungan dengan lingkungannya.

Faktor penyebab KDRT menurut kriminologi:
Faktor psikologis pelaku memiliki gangguan kepribadian, emosi tidak stabil, atau
trauma masa kecil.
Faktor Ekonomi tekanan ekonomi dapat memicu stres dan agresivitas.
Faktor Budaya dan Patriarki norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai
penguasa rumah tangga.
Faktor Sosial-Lingkungan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan.
Faktor Pendidikan dan Moralitas rendahnya pemahaman tentang kesetaraan gender
dan hak asasi manusia(Samangun & Rapamy, 2018).

Upaya hukum di Kota Cianjur merujuk pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2004, yang

meliputi:

a.

Penegakan hukum oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Cianjur
dilakukan melalui penerimaan laporan KDRT serta penanganan perkara sesuai
prosedur yang berlaku. Proses penyidikan dilaksanakan dengan pendekatan yang
mengutamakan perlindungan terhadap korban, tanpa memberikan stigma atau
mempermalukan pihak yang melapor.(Before & Law, n.d.).

Proses Peradilan yang Memberikan Perlindungan Korban berhak mengajukan perintah
perlindungan (PP) untuk memperoleh keamanan dari pelaku. Pengadilan Negeri
Cianjur memfasilitasi proses hukum KDRT sebagai tindak pidana khusus.

Kolaborasi dengan Kejaksaan dan Lembaga Layanan Selain itu, terdapat koordinasi
antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga layanan pendukung. Jaksa berperan tidak
hanya dalam proses penuntutan, tetapi juga dalam memastikan mekanisme
perlindungan terhadap korban berjalan efektif. Pendekatan terpadu ini ditujukan untuk
memberikan efek jera kepada pelaku, memastikan keadilan bagi korban, serta mencegah
terjadinya kekerasan berulang(Yusuf, 2025).

Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di
Cianjur Dilakukan Melalui Pendekatan Hukum dan Kriminologi?

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri semakin

sering muncul dan mendapat perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini
telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan serius dari
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berbagai pihak. Maraknya kasus KDRT di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini
membutuhkan perhatian khusus, terutama dari pemerintah. Hal tersebut penting
mengingat dampak KDRT tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mempengaruhi
kondisi sosial secara lebih luas. Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi
salah satu aspek penting dalam membentuk budaya hukum yang mampu mencegah
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga(Kekerasan et al., n.d.).

Disebut sebagai salah satu unsurnya karena selama ini terdapat anggapan bahwa
budaya hukum hanya berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Padahal, budaya
hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Penegasan ini penting karena pihak yang seharusnya paling memahami dan menegakkan
hukum justru sering kali menjadi oknum yang melakukan pelanggaran(Collins et al., 2021).

Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang
seharusnya menjadi “tauladan bagi masyarakat” dalam mematuhi dan menegakkan
hukum.Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT sudah diatur secara jelas. Namun,
pelaksanaannya seringkali terkendala oleh faktor pembuktian, sikap aparat, dan
keengangan korban melapor.

Perlindungan hukum harus diberikan secara komprehensif, mulai dari laporan awal
hingga pemulihan korban. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku
kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral,
tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan
meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu unsur dari budaya hukum. Hal
ini ditegaskan karena masih terdapat anggapan bahwa budaya hukum hanya mencakup
aspek kesadaran hukum masyarakat semata. Upaya penanggulangan kejahatan melalui
jalur penal pada umumnya berfokus pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi,
sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada langkah-langkah preventif sebelum
terjadinya tindak kejahatan. Perbedaan ini bersifat umum, sebab pada dasarnya tindakan
represif juga dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan dalam arti yang lebih luas.
Mengingat bahwa penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih berorientasi
pada pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani berbagai faktor kondusif
yang memicu terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut umumnya berkaitan
dengan kondisi sosial yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
memunculkan atau memperburuk terjadinya tindak kejahatan.

Pada kebijakan uraian hukum pidana dalam rangka penanggulangan menentukan
tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan
yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk
mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan
pemilihan berbagai alternatif sanksi(Julasar Hutasoit & Sintha Devi, 2022).

Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang
dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan
masalah yang tidak mudah. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum
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dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang
awamdi bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan
kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara
maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan
hukum.

Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas
minimaldapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan
pidana paling minimun dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan
yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan
dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-
buang Waktu.Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah
,politik kriminal“ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas(Julasar Hutasoit &
Sintha Devi, 2022).

Menurut G.Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh
dengan : Penerapan hukum pidana(criminal law application)-pencegahan tanpa pidana
(prevention without punishment)Mempengaruhi pandangan masyarakat mengeni
kejahatan dan pemidanaan lewat mass media(influencing views of society on crime and
punishment/mass media) Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis
besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal“(hukum pidana) dan lewat jalur non penal
(bukan/diluar hukum pidana ).

Fenomena KDRT di Cianjur dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain budaya
patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, kecemburuan, serta
penyalahgunaan alkohol. Meskipun pemerintah telah menetapkan UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), pelaksanaannya masih
belum optimal. Banyak korban tetap enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena
adanya stigma sosial, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, dan terbatasnya
dukungan sosial yang tersedia(Parlinggoman et al., 2024).

Melihat kompleksitas kasus tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana
strategi penanggulangan KDRT dilakukan melalui pendekatan hukum dan non-hukum di
Kabupaten Cianjur. Analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi
faktual sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan.

Rata-rata Jumlah Laporan Kasus per Tahun (Cianjur)

= =
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=} o =] =] (=]
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Gambar 1. Data Statistik Persentase Kasus Kdrt di Cianjur.
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Statistik Kasus KDRT di Cianjur
1. Jumlah korban KDRT Berdasarkan jenis kelamin

Menurut OpenData Jawa Barat, dataset “Jumlah Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kota” menunjukkan
untuk Kabupaten Cianjur: pada tahun 2018 tercatat 1 korban laki-laki dan 0 korban
perempuan. Karena hanya satu data kecil (tahun 2018) yang tersedia di sumber ini, tidak
bisa dijadikan gambaran tren yang kuat. Data “korban” di sini adalah korban yang
tercatat, jadi kemungkinan ada under-reporting (kasus tak dilaporkan) sangat besar.
Sejarah laporan KDRT di CianjurMenurut laporan lamadari P2TP2A Cianjur:

- Tahun 2010: 16 kasus KDRT dilaporkan.

- Tahun 2011: 11 kasus.

- Padatahun 2012, disebut adal4 kasus dari P2TP2A. Dalam pernyataan tersebut juga
disebutkan banyak kasus KDRT “lebih banyak dari yang dilaporkan” karena
korban takut dianggap aib(Mentari, 2024).

Ketersediaan data resmi terkait kasus KDRT di Cianjur sangat terbatas, terutama
data yang berasal dari lembaga publik seperti dinas terkait maupun sumber data
terbuka. Kondisi ini menyulitkan penyusunan analisis kuantitatif yang komprehensif
mengenai tren KDRT dalam jangka panjang. Selain itu, tingkat pelaporan yang rendah
(under-reporting) membuat angka resmi kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan
situasi sebenarnya, karena banyak korban yang memilih untuk tidak melapor. Sebagai
ilustrasi, data mengenai korban anak sebanyak 62 kasus pada tahun 2023 kemungkinan
hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas. Meski demikian, terdapat
peningkatan upaya penanganan oleh lembaga sosial dalam merespons kasus-kasus
tersebut.

Terdapat indikasi bahwa lembaga seperti Yayasan Isteri Binangkit semakin aktif
dalam memberikan pendampingan terhadap kasus kekerasan, khususnya yang
melibatkan perempuan dan anak. Peningkatan aktivitas ini dapat menunjukkan
bertambahnya kesadaran masyarakat serta meningkatnya jumlah laporan yang masuk.
Secara historis, jumlah kasus KDRT di Cianjur mengalami fluktuasi. Berdasarkan data
sebelumnya, kasus pada tahun 2010 tercatat cukup tinggi, yaitu sebanyak 16 kasus,
kemudian sempat menurun sebelum kembali meningkat pada beberapa tahun
berikutnya. Selain itu, laporan P2TP2A Cianjur menunjukkan bahwa faktor ekonomi
merupakan salah satu penyebab utama terjadinya KDRT(Collins et al., 2021).

Bagaimana Upaya Hukum dan Non-Hukum Dalam Menanggulangi Tindak KDRT di
Cianjur?

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu
instrumen dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan menjadi bagian dari kebijakan
hukum. Karena tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka
kebijakan penegakan hukum juga termasuk dalam cakupan kebijakan sosial, yaitu
rangkaian langkah rasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
Sebagai suatu bentuk kebijakan, penerapan hukum pidana pada dasarnya bukanlah satu-
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satunya pilihan yang harus digunakan. Untuk menyesuaikan kebutuhan serta aspirasi

masyarakat, negara Indonesia telah menetapkan kebijakan sosial (social policy), salah

satunya melalui kebijakan perlindungan sosial (social defence policy). Kebijakan
perlindungan sosial ini diwujudkan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan
tindak pidana atau kejahatan, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi muncul.

Segala bentuk upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana
merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang menggunakan instrumen
hukum pidana (penal), sehingga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan hukum pidana
(penal policy). Upaya penanggulangan kejahatan selalu dilakukan secara berkelanjutan,
dan kebijakan hukum pidana yang diterapkan selama ini merupakan langkah yang terus
dikembangkan serta dievaluasi agar mampu mengantisipasi dan merespons peningkatan
tindak pidana secara optimal(Santoso & Wibowo, 2024).

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari
ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah poltik kriminal
yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan itu dibagi
menjadi dua yaitu:

1. Upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
merupakan langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan sebelum
kasus tersebut muncul di tengah masyarakat, karena pencegahan dianggap lebih efektif
dibandingkan menangani pelaku setelah tindak kekerasan terjadi. Bentuk upaya ini
dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat,
yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan,
keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Selain itu mereka yang berada
dalam lingkup rumah tangga merupakan manusia yang memiliki harkat dan
martabat sesuai dengan hak asasi yang dimilki sehingga kekerasan dalam
rumah tanggatidak boleh terjadi diantara mereka. Mengingat masih banyaknya
masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah maka melalui penyuluhan
dan pembinaan ini diharapkan agar mereka mempunyai pengetahuan yang lebih
luas dalam menjaga keutuhan keluarga.(Gusnita, 2024)

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan-pemerintah daerah sebaiknya harus
mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam
rumahtangga, menyelenggarakankomunikasiinformasi dan edukasi mengenai
pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga(Monalisa & Yusuf, 2025).
Pemerintah  harus bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga dengan cara menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang
peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kekerasan dalam rumah
tangga. Dengan mengadakan penyuluhan dan penyebarluasan perundang-
undangan diharapkan pengetahuan hukum masyarakat makin meningkat, semua
warga masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. (Ilmiah et al., 2023)

Sering rerjadinya tindak kkerasan dalam rumah tangga menimbulkan berbagai
permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka perceraian dan anak-anak yang menjadi
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terlantar akibat putusnya hubungan keluarga. Oleh karena itu, undang-undang
mewajibkan setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya kekerasan
dalam rumah tangga untuk berupaya mencegah terjadinya tindak pidana tersebut serta
memberikan perlindungan kepada korbannya. Dalam penyelesaian perkara KDRT, selain
melalui proses hukum, tersedia pula jalur non-hukum yang kerap dipilih oleh korban
sebagai alternatif penyelesaian permasalahan keluarga, dengan mempertimbangkan
berbagai aspek yang mereka anggap penting. Upaya penanggulangan KDRT di Cianjur
dilakukan melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004):

1. Korban dapat mengajukan laporan ke Polres Cianjur atau Polsek terdekat, dan perkara
akan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Setelah laporan
diterima, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban dalam waktu 1x24
jam. Tahap penyidikan dan penuntutan meliputi pemeriksaan saksi, penerbitan visum
et repertum, serta penyitaan barang bukti. Selama proses tersebut, korban akan
memperoleh pendampingan dari Unit PPA Polres dan Jaksa Penuntut Umum.

2. Penetapan Perlindungan oleh pengadilan korban dapat mengajukan Surat Perintah
Perlindungan (SPP) melalui penyidik. Pengadilan mengeluarkan Penetapan
Perlindungan Sementara (PPS).

3. Sanksi Pidana
o Kekerasan fisik: penjara hingga 5 tahun.

o Kekerasan psikis: hingga 3 tahun.
o Kekerasan seksual: hingga 12 tahun.
o Penelantaran: hingga 3 tahun.

Kejaksaan Negeri Cianjur berperan dalam melaksanakan penuntutan, memberikan
pendampingan kepada korban, serta menjalankan program Restorative Justice untuk
perkara-perkara ringan yang memenuhi syarat tertentu. Di luar upaya hukum,
penanggulangan kasus KDRT di Cianjur juga dilakukan melalui langkah-langkah non-
yuridis. Pendampingan psikologis dan medis disediakan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur,
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Cianjur, serta psikolog
klinis dan konselor keluarga yang bertugas di rumah sakit daerah Cianjur.

Tersedia layanan konseling trauma, rehabilitasi psikologis, serta pendampingan bagi
korban saat proses visum. Selain itu, dilakukan mediasi dan konseling keluarga dengan
melibatkan tokoh masyarakat, ulama pesantren, dan konselor keluarga di tingkat
kecamatan sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik berulang, terutama pada kasus
kekerasan ringan. Pemerintah juga menyediakan Rumah Aman atau Shelter P2TP2A
Cianjur sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban dan anak, disertai program
edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan yang umum dilakukan meliputi
penyuluhan mengenai UU PKDRT di desa atau kelurahan, seminar di sekolah dan
pesantren, kampanye Stop KDRT, serta pelatihan bagi aparat desa untuk mendeteksi dini
adanya kekerasan. Pemerintah Daerah Cianjur turut berperan melalui perumusan
kebijakan perlindungan perempuan, penguatan anggaran penanganan KDRT, dan
peningkatan kapasitas aparat PPA Polres(Andriani et al., 2024).
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Beberapa lembaga yang aktif lembaga bantuan hukum lokal komunitas perempuan
Cianjur organisasi kemasyarakatanProgram Pendampingan hukum gratis pojok
pengaduan KDRT di kecamatan pelatihan kemandirian ekonomi bagi korban upaya Non-
Hukum dalam Penanggulangan KDRT di Cianjur, pendampingan PsikososialP2TP2A dan
DP3A memberikankonseling trauma,terapi psikologis,pendampingan hukum dan
medis,layanan sosial bagi korban dan anak(Anwar, 2023).

Simpulan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa KDRT merupakan kejahatan domestik yang
bersifat laten dan berakar pada faktor struktural maupun individual, sehingga implikasi
pentingnya adalah perlunya pembaruan pendekatan penanganan yang tidak hanya
berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menguatkan intervensi sosial-budaya secara
simultan. Kompleksitas faktor penyebab menunjukkan bahwa kebijakan publik harus
diarahkan pada peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi mekanisme pelaporan yang
aman bagi korban, serta penguatan edukasi masyarakat untuk memutus normalisasi
kekerasan dalam keluarga. Selain itu, praktik penanggulangan di daerah seperti Cianjur
memberi sinyal bahwa kolaborasi multi-lembaga merupakan kunci efektivitas, sehingga
model ini dapat direplikasi pada wilayah lain dengan adaptasi konteks sosial setempat.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi berbasis data empiris
dengan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods guna mengukur tingkat efektivitas
program penanggulangan, mengidentifikasi hambatan implementasi UU PKDRT, serta
menganalisis pola pelaporan korban secara lebih mendalam. Rekomendasi praktis juga
mencakup pengembangan mekanisme deteksi dini di tingkat RT/RW, penguatan
pemberdayaan ekonomi korban, dan pelatihan khusus bagi aparat serta tenaga
pendamping agar respons terhadap kasus KDRT dapat berlangsung lebih cepat, sensitif
gender, dan berkelanjutan.
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